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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 129 /PMK.05/2020
TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN BADAN LAYANAN UMUM

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (6), Pasal 9
ayat (4), Pasal 13, Pasal 17 ayat (4), Pasal 18 ayat (6),
Pasal 20 ayat (2), dan Pasal 22 ayat (5) Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun
2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum perlu diatur ketentuan mengenai
persyaratan administratif penetapan badan layanan
umum, pedoman umum penyusunan tarif layanan
badan layanan umum, penyusunan, pengajuan, dan
penetapan rencana bisnis dan anggaran serta penetapan
dokumen anggaran, penghapusan piutang, kewenangan
peminjaman, kewenangan pengadaan barang/jasa, dan
pengelolaan aset badan layanan umum;

bahwa guna mengatur ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan ketentuan mengenai dewan pengawas,

satuan pemeriksaan intern, remunerasi, penarikan dan
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Mengingat

pengembalian dana, dan pengelolaan kas dan investasi,
Menteri Keuangan telah menetapkan ketentuan mengenai
pedoman pengelolaan badan layanan umum dalam
beberapa Peraturan Menteri Keuangan;

bahwa guna melakukan simplifikasi beberapa Peraturan
Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b
dan menyempurnakan beberapa pengaturan mengenai
pedoman pengelolaan badan layanan umum, perlu diatur
kembali dalam 1 (satu) Peraturan Menteri Keuangan yang
mengatur mengenai pedoman pengelolaan badan layanan
umum;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang

Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang
Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
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Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
87/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 641);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEDOMAN
PENGELOLAAN BADAN LAYANAN UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU
adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk
untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat
berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual
tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam
melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi
dan produktivitas.

Praktik Bisnis yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi
organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang
baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan
berkesinambungan.

Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang
selanjutnya disingkat PPK-BLU adalah pola pengelolaan
keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa
keleluasaan untuk menerapkan Praktik Bisnis yang
Sehat untuk  meningkatkan  pelayanan  kepada

masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan
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10.

11.

umum dan  mencerdaskan  kehidupan = bangsa,
sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah
mengenai  pengelolaan  keuangan  BLU, sebagai
pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan
negara pada umumnya.

Pemerintah adalah pemerintah pusat.

Menteri/Pimpinan Lembaga adalah pejabat yang
bertanggung jawab atas bidang tugas BLU yang
bersangkutan.

Kementerian Negara/Lembaga adalah kementerian
negara/lembaga Pemerintah yang dipimpin oleh
Menteri/Pimpinan Lembaga yang bertanggung jawab atas
bidang tugas yang diemban oleh suatu BLU.

Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya
disebut Satker adalah setiap kantor atau satuan kerja di
lingkungan Pemerintah yang berkedudukan sebagai
pengguna anggaran/barang atau kuasa pengguna
anggaran/barang.

Pejabat Pengelola BLU yang selanjutnya disebut Pejabat
Pengelola adalah pegawai negeri sipil dan/atau tenaga
profesional nonpegawai negeri sipil yang bertanggung
jawab terhadap kinerja operasional dan keuangan BLU,
yang terdiri dari pemimpin, pejabat keuangan, dan
pejabat teknis, yang sebutannya dapat disesuaikan
dengan nomenklatur yang berlaku pada BLU yang
bersangkutan.

Dewan Pengawas BLU yang selanjutnya disebut Dewan
Pengawas adalah organ BLU yang bertugas melakukan
pengawasan dan memberikan nasihat kepada Pejabat
Pengelola BLU dalam menjalankan pengelolaan BLU.
Pemimpin BLU adalah Pejabat Pengelola BLU yang
bertugas sebagai penanggung jawab umum operasional
dan keuangan BLU.

Pejabat Keuangan BLU yang selanjutnya disebut Pejabat
Keuangan adalah Pejabat Pengelola yang berfungsi

sebagai penanggung jawab keuangan BLU.



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

2020, No. 1046

Pejabat Teknis BLU yang selanjutnya disebut Pejabat
Teknis adalah Pejabat Pengelola yang berfungsi sebagai
penanggung jawab teknis di bidang masing-masing pada
BLU.

Sekretaris Dewan Pengawas BLU yang selanjutnya
disebut Sekretaris Dewan Pengawas adalah orang
perseorangan yang diangkat untuk mendukung
penyelenggaraan tugas Dewan Pengawas.

Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan
bertanggung jawab kepada Dewan Pengawas untuk
membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan
Pengawas.

Pegawai BLU yang selanjutnya disebut Pegawai adalah
pegawai negeri sipil dan/atau tenaga profesional
nonpegawai negeri sipil yang mendukung kinerja BLU
sesuai dengan kebutuhan BLU.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga yang selanjutnya disingkat RKA-K/L
adalah dokumen rencana keuangan tahunan
Kementerian Negara/Lembaga yang disusun menurut
Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Rencana Strategis Bisnis BLU yang selanjutnya disingkat
RSB adalah dokumen perencanaan lima tahunan yang
disusun oleh Pemimpin BLU dengan mengacu kepada
Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga.
Rencana Bisnis dan Anggaran BLU yang selanjutnya
disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan
penganggaran yang berisi program, kegiatan, target
kinerja, dan anggaran suatu BLU.

RBA Definitif adalah RBA yang telah disesuaikan dengan
RKA-K/L dan Peraturan Presiden mengenai Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang telah
disahkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga.

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan BLU yang
selanjutnya disebut DIPA Petikan BLU adalah dokumen
pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna

Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran per Satker BLU



